REKOMENDASI OPTIMALISASTI REGULASI DALAM PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN MINUMAN DENGAN KADAR ALKOHOL TERTENTU DI
KABUPATEN BANYUWANGI

TAHUN 2025

KERJASAMA

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN

PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 BANYUWANGI



REKOMENDASI OPTIMALISASTI REGULASI DALAM PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN MINUMAN DENGAN KADAR ALKOHOL TERTENTU DI
KABUPATEN BANYUWANGI

TIM
Sahru Romadloni, M.Pd.
Dr. Demas Brian Wicaksono, SH., M.H
Elok Rosyidah, MM.
Ayu Herlin Norma Yunita, S.H., M.H

Rekomendasi Optimalisasi Regulasi DalamPengawasan DanPengendalianMinuman
Dengan Kadar Alkohol TertentuDi KabupatenBanyuwangi




KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas
limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga laporan kajian ini dapat diselesaikan dengan
baik. Laporan ini berjudul "Rekomendasi Optimalisasi Regulasi dalam Pengawasan dan
Pengendalian Minuman dengan Kadar Alkohol Tertentu di Kabupaten Banyuwangi",
yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat
regulasi serta menciptakan kebijakan yang lebih efektif guna meningkatkan pengawasan,
pengendalian, dan penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol di
Kabupaten Banyuwangi. Kajian ini dilakukan atas dasar beberapa pertimbangan penting,
antara lain:

1. Penguatan regulasi dan pengawasan terhadap peredaran minuman
beralkohol guna meminimalisir dampak negatif, baik dari aspek
kesehatan, ketertiban sosial, maupun peningkatan angka kriminalitas
akibat konsumsi alkohol yang tidak terkendali.

2. Peningkatan efektivitas penegakan hukum, dengan memperkuat
koordinasi antarinstansi terkait, seperti Satpol PP, kepolisian, dan Dinas
Perdagangan, serta menerapkan sanksi yang lebih tegas bagi pelanggar
guna memberikan efek jera dan mencegah peredaran minuman beralkohol
ilegal.

3. Sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, dan
masyarakat dalam memastikan implementasi regulasi berjalan dengan
baik serta menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan
perlindungan masyarakat.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membimbing dan memberkahi kita
semua dalam menjalankan tugas untuk mewujudkan kebijakan yang bermanfaat bagi
masyarakat Kabupaten Banyuwangi. Akhir kata, kami berharap bahwa hasil kajian ini
dapat memberikan panduan yang berguna bagi penguatan tata kelola ritel dan
pengembangan ekonomi lokal yang lebih baik, serta menciptakan kesejahteraan yang
merata bagi masyarakat.

Banyuwangi, 21 Februari 2025

Tim Peneliti
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia menerapkan sistem pemerintahan yang terdiri dari pemerintahan pusat
dan daerah, di mana pemerintahan daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan
mengelola urusan pemerintahan melalui desentralisasi. Implementasi otonomi daerah
memberikan dasar bagi pemerintah daerah untuk menyusun regulasi yang sesuai dengan
kebutuhan spesifik wilayah, termasuk dalam pengaturan, pengawasan, dan pengendalian
minuman beralkohol. Salah satu instrumen hukum yang digunakan dalam pengelolaan
daerah adalah Peraturan Daerah (Perda), yang mencerminkan kemandirian daerah dalam
mengatur tata kelola pemerintahan serta menyesuaikan regulasi nasional dengan kondisi
lokal (Kurniadi et al., 2022).

Peraturan daerah (Perda) memainkan peran penting dalam merespons kebutuhan
dan karakteristik masyarakat setempat, termasuk dalam pengendalian penjualan minuman
beralkohol. Perda yang efektif dapat mencerminkan norma dan nilai masyarakat serta
menetapkan ketentuan spesifik, seperti penetapan batas waktu dan lokasi penjualan serta
pengaturan izin usaha untuk pedagang minuman beralkohol. Hal ini sangat penting untuk
mengurangi dampak negatif dari konsumsi alkohol, terutama dalam konteks peningkatan
mobilitas dan keberagaman budaya di daerah yang berkembang pesat seperti Kabupaten
Banyuwangi, yang berfungsi sebagai penghubung utama antara Pulau Jawa dan Bali serta
sebagai destinasi wisata populer (Putri et al., 2022).

Kondisi ekonomi dan sosial di Banyuwangi yang semakin berkembang juga
mengharuskan pemerintah daerah untuk memperkuat kapasitas dalam merumuskan dan
menerapkan Perda. Masyarakat lokal, yang semakin banyak terlibat dalam aspek
pariwisata, memerlukan regulasi yang konsisten dan relevan untuk memastikan
keberlanjutan dan pengembangan yang seimbang antara kegiatan bisnis dan pelestarian
nilai-nilai budaya yang ada. Sebagai contoh, pengaturan jam operasional dan lokasi
penjualan minuman beralkohol dapat membantu mengurangi potensi disfungsi sosial
yang muncul dari meningkatnya angka wisatawan yang mengkonsumsi alkohol (Lobo,

2023).
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Selain itu, tren konsumsi alkohol yang meningkat di kalangan remaja dan
masyarakat umum harus menjadi perhatian utama dalam pembuatan kebijakan publik.
Penelitian menunjukkan bahwa banyak faktor mendorong tingginya konsumsi alkohol,
termasuk pengaruh lingkungan sosial dan tekanan teman sebaya (Syahara et al., 2020;
Dyani & Ariana, 2021). Oleh karena itu, selain regulasi yang ketat, upaya edukasi tentang
bahaya konsumsi alkohol serta strategi pemasaran yang bijaksana dalam penyajian
minuman beralkohol juga harus dilakukan agar masyarakat, khususnya generasi muda,
memahami risiko yang terkait dengan konsumsi alkohol dan berperilaku lebih
bertanggung jawab (Dewi & Tahir, 2021).

Perda yang dibentuk harus sejalan dengan pengembangan ekonomi lokal dan
mampu menciptakan lingkungan yang aman dan sehat untuk semua warga. Semakin
tinggi kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan Perda, semakin

besar kesempatan untuk menciptakan regulasi yang efektif dan responsif terhadap
dinamika perubahan sosial dan budaya (Aini & Rokan, 2022). Dengan demikian,
penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam hal perumusan dan pelaksanaan Perda
terkait minuman beralkohol adalah langkah strategis untuk mencapai otonomi daerah
yang lebih efektif serta menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat.

Salah satu tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan daerah adalah peredaran
dan konsumsi minuman beralkohol. Di satu sisi, minuman beralkohol menjadi kebutuhan
bagi wisatawan asing yang mengunjungi Banyuwangi, namun di sisi lain, konsumsi
tersebut masih dianggap tabu dalam budaya lokal (Handraini et al., 2024). Oleh karena
itu, diperlukan pendekatan yang bijaksana dalam pengaturan dan pengawasan peredaran
minuman beralkohol, agar dapat memenuhi kebutuhan wisatawan tanpa mengabaikan
nilai-nilai budaya masyarakat setempat. Kebijakan yang inklusif dan sensitif terhadap
konteks sosial budaya sangat penting untuk menciptakan keseimbangan antara
pengembangan pariwisata dan pelestarian budaya lokal (Santina, 2024).

Minuman beralkohol dianggap sebagai produk yang mempunyai pengaruh
signifikan terhadap kesehatan dan sosial masyarakat. Penyalahgunaan alkohol dapat
menyebabkan berbagai permasalahan, mulai dari gangguan kesehatan, peningkatan
tindak kriminal, hingga gangguan kinerja umum. Secara medis, konsumsi alkohol yang
tidak terkontrol dapat menyebabkan gangguan pada sistem saraf, hati, dan otak (Lestari,

2019). Dari perspektif sosial, minuman beralkohol sering dikaitkan dengan meningkatnya

Rekomendasi Optimalisasi Regulasi DalamPengawasan DanPengendalianMinuman
Dengan Kadar Alkohol TertentuDi KabupatenBanyuwangi

2




kasus kekerasan, kecelakaan lalu lintas, hingga kejahatan berat. Oleh karena itu,
pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol menjadi isu krusial dalam
kebijakan daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2020
tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol,
minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol (C:HsOH) yang
diproses melalui fermentasi dan destilasi. Dalam regulasi nasional, Peraturan
Kementerian Kesehatan No. 86/Men.Kes/Per/IV/1977 mengelompokkan minuman
beralkohol ke dalam tiga golongan, yaitu:

Golongan A : kadar etanol 1% — 5%

Golongan B : kadar etanol 5% —20%

Golongan C : kadar etanol 20% — 55%

Sebagai destinasi wisata, Banyuwangi mengizinkan peredaran minuman
beralkohol di lokasi tertentu. Namun pengawasan terhadap peredaran minuman
beralkohol masih menghadapi tantangan besar, seperti minimnya kepatuhan terhadap
regulasi, adanya toko-toko ilegal yang menjual minuman beralkohol secara bebas, serta
beredarnya minuman oplosan yang berbahaya bagi masyarakat. Peraturan Bupati
Banyuwangi No. 3 Tahun 2022 yang merupakan petunjuk pelaksanaan dari Peraturan
Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 12 Tahun 2015 bertujuan untuk memperketat
pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol. Regulasi ini membentuk tim
terpadu yang terdiri dari unsur perangkat daerah, aparat kepolisian, serta masyarakat dan
agama untuk mengawasi implementasi kebijakan tersebut.

Meskipun regulasi telah diterapkan, masih banyak pelanggaran yang terjadi di
lapangan. Beberapa kasus yang mencerminkan lemahnya penerapan pengawasan antara
lain: Kasus remaja 15 tahun terbunuh setelah pesta minuman keras ( Metrotvnews.com,
31 Desember 2024 ). Penjualan minuman beralkohol di lokasi dekat tempat ibadah ,
seperti yang terjadi di Dusun Krajan, Desa Pesanggaran, di mana terdapat dua toko yang
menjual alkohol meskipun berdekatan dengan masjid ( Jawa Pos Radar Banyuwangi, 15
Maret 2023 ). Jaringan miras oplosan yang masih beroperasi di Banyuwangi , yang
menimbulkan korban jiwa dan menjadi ancaman serius bagi masyarakat ( Detik Jatim,

2024 ).
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Berbagai kasus yang terjadi menunjukkan bahwa regulasi yang telah diterapkan
masih belum optimal dalam pengawasan dan pengendalian peredaran minuman
beralkohol di Kabupaten Banyuwangi. Meskipun Peraturan Bupati Banyuwangi No. 3
Tahun 2022 telah diberlakukan, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan,
seperti lemahnya koordinasi antarinstansi terkait, kurangnya efektivitas dalam penegakan
hukum, serta keterbatasan dalam sistem pemantauan dan pengawasan yang ketat. Untuk
memastikan kebijakan ini berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, diperlukan
langkah-langkah konkret berupa peningkatan sinergi antara pemerintah daerah, aparat
penegak hukum, serta masyarakat dalam mengawasi distribusi dan konsumsi minuman
beralkohol. Selain itu, mekanisme pemantauan yang lebih sistematis perlu diterapkan
untuk mendeteksi dan mencegah adanya pelanggaran izin usaha, penjualan ilegal, serta
dampak sosial yang ditimbulkan akibat konsumsi minuman beralkohol yang tidak
terkontrol. Dengan memperkuat koordinasi dan pengawasan, diharapkan kebijakan ini
dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak yang positif bagi ketertiban sosial
serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banyuwangi.

Berdasarkan kondisi ini, diperlukan kajian komprehensif untuk memberikan
rekomendasi dalam optimalisasi regulasi pengawasan dan pengendalian minuman
beralkohol di Kabupaten Banyuwangi . Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi
tantangan dalam implementasi regulasi, menyebarkan efektivitas kebijakan yang telah
ada, serta memberikan usulan kebijakan yang dapat meningkatkan pengendalian
peredaran minuman beralkohol. Dengan adanya regulasi yang lebih efektif diharapkan
keseimbangan antara aspek ekonomi, kesehatan masyarakat, dan kesejahteraan sosial
dapat terjaga dengan lebih baik.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam kajian rekomendasi optimalisasi regulasi dalam
pengawasan dan pengendalian minuman dengan kadar alkohol tertentu di Kabupaten
Banyuwangi adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas implementasi Peraturan Bupati Banyuwangi No. 3 Tahun
2022 dalam mengawasi dan mengendalikan peredaran serta konsumsi minuman

dengan kadar alkohol tertentu di Kabupaten Banyuwangi?
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2. Apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam pengawasan dan penegakan

hukum terhadap peredaran minuman beralkohol, serta bagaimana dampaknya

terhadap masyarakat dan stabilitas sosial di Kabupaten Banyuwangi?

. Bagaimana strategi dan rekomendasi optimalisasi regulasi yang lebih efektif

dalam meningkatkan pengawasan, pengendalian, serta penegakan hukum
terhadap peredaran minuman beralkohol guna menciptakan keseimbangan

antara kepentingan ekonomi, sosial, dan kesehatan masyarakat?

1.3 Tujuan Kajian

Tujuan kajian Rekomendasi Optimalisasi Regulasi dalam Pengawasan dan

Pengendalian Minuman dengan Kadar Alkohol Tertentu di Kabupaten Banyuwangi

adalah untuk menganalisis efektivitas regulasi yang telah diterapkan, khususnya

Peraturan Bupati Banyuwangi No. 3 Tahun 2022, dalam mengendalikan peredaran serta

konsumsi minuman beralkohol di wilayah tersebut. Kajian ini juga bertujuan untuk

mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi kebijakan, seperti

lemahnya koordinasi antarinstansi, kurangnya pengawasan terhadap peredaran ilegal,

serta dampak sosial yang timbul akibat kurangnya kontrol terhadap distribusi minuman

beralkohol:

1.

Menganalisis Efektivitas Regulasi yang Berlaku. Mengkaji sejauh mana
efektivitas Peraturan Bupati Banyuwangi No. 3 Tahun 2022 dalam mengawasi
dan mengendalikan peredaran serta konsumsi minuman beralkohol di Kabupaten
Banyuwangi, serta menilai dampaknya terhadap ketertiban sosial dan kesehatan
masyarakat.

Mengidentifikasi Tantangan dan Permasalahan dalam Pengawasan dan
Penegakan Hukum. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam
implementasi regulasi, seperti lemahnya koordinasi antarinstansi, kurangnya
pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol ilegal, serta dampak sosial
yang ditimbulkan akibat kurangnya kontrol terhadap distribusi dan konsumsi

minuman beralkohol.

. Merumuskan Rekomendasi Kebijakan untuk Optimalisasi Pengawasan dan

Pengendalian. Menyusun strategi dan rekomendasi kebijakan yang lebih
komprehensif dalam bentuk optimalisasi regulasi, penguatan mekanisme

pemantauan, serta peningkatan efektivitas penegakan hukum guna memastikan
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keseimbangan antara kepentingan ekonomi, kesehatan masyarakat, dan

ketertiban sosial di Kabupaten Banyuwangi.

1.4 Manfaat Kajian

Manfaat kajian Rekomendasi Optimalisasi Regulasi dalam Pengawasan dan

Pengendalian Minuman dengan Kadar Alkohol Tertentu di Kabupaten Banyuwangi

adalah memberikan dasar ilmiah bagi perbaikan kebijakan regulasi yang lebih efektif

dalam mengendalikan peredaran dan konsumsi minuman beralkohol di wilayah tersebut.

Kajian ini juga bermanfaat dalam meningkatkan efektivitas pengawasan serta penegakan

hukum dengan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi:

1.

Memberikan Dasar Ilmiah untuk Perbaikan Kebijakan Regulasi. Kajian ini akan
memberikan analisis berbasis data dan bukti ilmiah terkait efektivitas regulasi
yang berlaku, sehingga dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam
memperbaiki dan memperkuat Peraturan Bupati Banyuwangi No. 3 Tahun 2022
agar lebih optimal dalam pengawasan dan pengendalian peredaran minuman
beralkohol.

Meningkatkan Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum. Dengan
mengidentifikasi tantangan dan kendala dalam implementasi regulasi, kajian ini
diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang dapat memperkuat mekanisme
pengawasan, koordinasi antarinstansi, serta penegakan hukum, sehingga
peredaran dan konsumsi minuman beralkohol lebih terkendali dan sesuai dengan

aturan yang berlaku.

. Mendukung Stabilitas Sosial, Kesehatan Masyarakat, dan Perekonomian Lokal.

Optimalisasi regulasi diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara
kepentingan ekonomi, sosial, dan kesehatan masyarakat. Dengan adanya
pengawasan yang lebih baik, diharapkan dampak negatif dari peredaran minuman
beralkohol dapat diminimalkan, ketertiban umum lebih terjaga, serta kebijakan
tetap memberikan ruang bagi sektor usaha yang sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.
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BAB I1. KAJIAN TEORITIS PRAKTIS DAN EMPIRIS
2.1 Alkohol

Alkohol adalah senyawa organik yang memiliki gugus hidroksil (-OH) yang
terikat pada atom karbon. Kadar alkohol mengacu pada persentase alkohol dalam suatu
zat, seperti dalam obat atau minuman. Menurut KBBI, kadar adalah ukuran untuk
menentukan jumlah atau persentase sesuatu dalam populasi tertentu. Dalam konteks
alkohol, kadar ini menentukan seberapa banyak alkohol terkandung dalam suatu larutan
atau produk. Sebagai contoh, kadar alkohol dalam minuman keras dapat bervariasi dari
1% hingga lebih dari 50%, tergantung pada jenis minuman tersebut (Fessenden &
Fessenden, 1982, dalam konteks modern, kadar alkohol tetap menjadi parameter penting
dalam industri makanan dan minuman).

Alkohol memiliki sifat kimia yang unik karena adanya gugus hidroksil (-OH)
yang terikat pada atom karbon. Gugus ini membuat alkohol bersifat polar, sehingga dapat
membentuk ikatan hidrogen dengan molekul lain, seperti air atau amina. Sifat polar ini
juga menyebabkan alkohol memiliki titik didih yang relatif tinggi dibandingkan dengan
senyawa hidrokarbon. Alkohol yang paling sederhana adalah metanol (CH30OH) dan
etanol (C2H50H), yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai
pelarut maupun dalam minuman beralkohol (Wiley & Soon, 2011, dalam konteks
modern, sifat kimia alkohol tetap relevan dalam penelitian kimia organik).

Meskipun alkohol dalam dosis rendah dapat bermanfaat, alkohol juga bersifat
racun jika dikonsumsi berlebihan. Dua jenis alkohol yang paling beracun adalah etanol
(etil alkohol) dan metanol (metil alkohol). Etanol, yang ditemukan dalam minuman
beralkohol, dapat menyebabkan keracunan dengan gejala seperti mabuk, mual, muntah,
dan bahkan kehilangan kesadaran. Sementara itu, metanol, yang sering digunakan dalam
industri, dapat menyebabkan kerusakan saraf, terutama pada mata, dan bahkan kebutaan
(Purwakania Hasan, 2013).

Konsumsi alkohol secara berlebihan dapat merusak berbagai organ tubuh secara
bertahap. Alkohol dapat menyebabkan peradangan hati (sirosis), pendarahan lambung,
penyakit jantung, dan gangguan pada sistem kekebalan tubuh. Selain itu, alkohol juga
memengaruhi otak, baik secara akut (seperti intoksikasi dan delirium) maupun kronis

(seperti ataksia, pelupa, dan gangguan koordinasi motorik). Dampak ini menunjukkan

Rekomendasi Optimalisasi Regulasi DalamPengawasan DanPengendalianMinuman
Dengan Kadar Alkohol TertentuDi KabupatenBanyuwangi

7




bahwa alkohol tidak hanya berbahaya dalam jangka pendek, tetapi juga dapat

menyebabkan kerusakan permanen pada tubuh (Purwakania Hasan, 2013).

2.2 Minuman Beralkohol

Berdasarkan Standar Industri Indonesia (SII), minuman beralkohol
diklasifikasikan menjadi tiga golongan berdasarkan kadar etanolnya. Golongan A (seperti
bir) memiliki kadar etanol 1-5% dan dapat menyebabkan mabuk emosional. Golongan B
(seperti champagne dan wine) memiliki kadar etanol 5-20% dan dapat menyebabkan
gangguan penglihatan dan ataksia. Golongan C (seperti wiski) memiliki kadar etanol
lebih dari 20% dan dapat menyebabkan gejala yang lebih parah, seperti penglihatan
ganda, pingsan, dan konvulsi (Irianto, 2015).

Alkohol sering digunakan sebagai campuran dalam makanan, minuman, dan obat-
obatan. Menurut Apriyantono dan Nurbowo (2015), alkohol dengan kadar kurang dari
1% dapat digunakan dalam pembuatan produk pangan asalkan alkohol tersebut tidak
terdeteksi lagi dalam produk akhir. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan alkohol
dalam kadar rendah masih dianggap aman, asalkan tidak melebihi batas yang ditentukan
dan tidak menimbulkan efek negatif pada konsumen.

Minuman beralkohol adalah cairan derivat yang larut dalam air, mudah menguap,
dan memiliki bau khas. Konsumsi minuman ini dapat menyebabkan ketergantungan fisik
maupun psikis, memengaruhi fungsi tubuh, dan mengubah suasana hati serta perilaku
seseorang. Minuman keras, yang mengandung etanol, merupakan bahan psikoaktif yang
dapat menurunkan kesadaran. Di berbagai negara, penjualan minuman keras dibatasi
hanya untuk kalangan tertentu, umumnya orang yang telah melewati batas usia tertentu
(Darmawan, 2010).

a. Sejarah Minuman Beralkohol
Minuman keras telah menjadi bagian dari peradaban manusia sejak zaman
kuno. Bangsa Mesir kuno percaya bahwa bouza, sejenis bir, adalah penemuan

Dewi Osiris dan digunakan sebagai makanan dan minuman. Anggur juga

ditemukan oleh bangsa Mesir kuno dan digunakan dalam upacara keagamaan serta

sebagai obat. Di Indonesia, minuman tradisional seperti tuak dan arak telah lama

dikenal. Pada abad ke-18, dokter di Inggris menemukan efek buruk alkohol
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terhadap kesehatan, yang akhirnya melahirkan peraturan seperti Gin Act tahun
1751 (Widianarko, 2000).
. Penyalahgunaan Alkohol di Dunia

Penyalahgunaan alkohol telah menjadi masalah global, dengan tingkat
konsumsi yang bervariasi di setiap negara tergantung pada faktor sosio-kultural,
religius, ekonomi, dan kebijakan pemerintah. Di negara maju, angka pecandu
alkohol cenderung menurun, sementara di negara berkembang justru meningkat.
WHO memperkirakan terdapat 64 juta pecandu alkohol di seluruh dunia, dengan
15 juta di antaranya berada di Amerika Serikat (Sisworo, 2008).
Faktor Determinan Penyalahgunaan Alkohol

Penyalahgunaan alkohol dipengaruhi oleh empat faktor utama: sosial,
ekonomi, budaya, dan lingkungan. Faktor sosial meliputi motif meningkatkan
prestise dan pengaruh pergaulan, sementara faktor ekonomi terkait dengan
keterjangkauan harga minuman keras dan kontribusi industri alkohol terhadap
pendapatan negara. Faktor budaya melibatkan tradisi lokal dan konflik dengan
nilai agama, sedangkan faktor lingkungan mencakup peran pemerintah dalam
menciptakan regulasi yang ketat (Sarwono, 2011).
. Perilaku Penyalahgunaan Alkohol

Penyalahgunaan alkohol dapat diklasifikasikan menjadi lima kategori:
eksperimental, rekreasional, situasional, penyalahgunaan, dan ketergantungan.
Penggunaan eksperimental biasanya dilakukan oleh remaja yang penasaran,
sementara penggunaan rekreasional terjadi dalam konteks sosial seperti pesta.
Penggunaan situasional seringkali dilakukan untuk melarikan diri dari masalah,
sedangkan penyalahgunaan dan ketergantungan menunjukkan pola penggunaan
yang sudah patologis (Sundeen, 2007).
Dampak Penyalahgunaan Alkohol

Individu yang berada pada fase penyalahgunaan dan ketergantungan
alkohol cenderung menunjukkan perilaku anti-sosial, seperti agresivitas,
emosional, dan apatis terhadap lingkungan sosial. Pada fase awal, seperti
eksperimental dan rekreasional, dampak yang muncul biasanya berupa perilaku

berisiko seperti kebut-kebutan, pesta pora, dan perkelahian (Ratur, 2002).
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Remaja mengkonsumsi alkohol karena berbagai alasan, termasuk rasa ingin tahu,
kurangnya perhatian orang tua, dan pengaruh teman sebaya. Faktor lain seperti fasilitas
yang berlebihan dari orang tua dan peredaran alkohol yang mudah juga memicu
penyalahgunaan alkohol di kalangan remaja (Mason, 2002). Kurangnya kontrol dari
orang tua dan lingkungan yang tidak mendukung dapat membuat remaja lebih rentan
terhadap penyalahgunaan alkohol. Kepribadian yang labil dan tekanan dari teman sebaya
juga berkontribusi terhadap perilaku ini. Selain itu, lemahnya mental dan emosi remaja
membuat mereka lebih mudah terpengaruh untuk melakukan hal-hal negatif, termasuk
mengkonsumsi alkohol (Mason, 2002).

Peran pemerintah dalam menciptakan regulasi yang ketat dan lingkungan yang
bersih dari penyalahgunaan alkohol sangat penting. Sosialisasi dan advokasi oleh tenaga
kesehatan juga diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya
alkohol. Regulasi yang tegas dan konsisten dapat mengurangi akses dan prevalensi
penyalahgunaan alkohol (Sarwono, 2011). Penyalahgunaan alkohol merupakan masalah
kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk sosial, ekonomi, budaya, dan
lingkungan. Remaja, sebagai kelompok yang rentan, memerlukan perhatian khusus dari
keluarga, masyarakat, dan pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan alkohol. Upaya
pencegahan harus melibatkan edukasi, regulasi, dan dukungan lingkungan yang sehat

(Sisworo, 2008).

2.3 Kebijakan Publik

Kebijakan publik berfungsi sebagai kerangka untuk mengatasi berbagai
permasalahan sosial yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Implementasi
kebijakan yang efektif sangat penting dalam konteks pengawasan dan pengendalian
minuman beralkohol, di mana kebijakan tersebut harus dirancang untuk melindungi
masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh konsumsi alkohol, seperti
ketergantungan, gangguan kesehatan, dan berbagai masalah sosial lainnya (Siegfried &
Parry, 2019). Kebijakan publik yang baik memberikan prinsip dan cara bertindak yang
jelas dalam pengambilan keputusan untuk menciptakan ketertiban dan kemakmuran di
masyarakat (Julien et al., 2020).

D1 Kabupaten Banyuwangi, kebijakan pengendalian minuman beralkohol harus

menekankan pada pengaturan peredaran minuman yang memiliki kadar alkohol tertentu.

Rekomendasi Optimalisasi Regulasi DalamPengawasan DanPengendalianMinuman
Dengan Kadar Alkohol TertentuDi KabupatenBanyuwangi

10




Regulasi yang tegas dan jelas sangat diperlukan untuk menanggulangi penyalahgunaan
alkohol, terutama di kalangan remaja yang semakin rentan. Penelitian menunjukkan
bahwa kebijakan yang berhasil akan mengurangi dampak negatif dari konsumsi alkohol
dan meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruha (Karlsson et al., 2020). Oleh
karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk menetapkan regulasi yang menjawab
kebutuhan dan ekspektasi masyarakat setempat, termasuk batasan dalam hal penjualan
dan distribusi minuman beralkohol.

Partisipasi aktif masyarakat dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan
publik adalah hal yang krusial. Kebijakan yang transparan dan inklusif memungkinkan
masyarakat untuk turut serta dalam menentukan arah yang diambil (Hargovan et al.,
2024). Di Banyuwangi, keterlibatan masyarakat dalam regulasi pengawasan minuman
beralkohol berpotensi meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan yang ada
(Neufeld et al., 2020). Dengan melibatkan masyarakat, kebijakan dapat lebih relevan dan
sesuai dengan konteks lokal, sehingga berdampak lebih positif (Weerasinghe et al., 2020).
Tujuan utama dari kebijakan publik tidak hanya mengatasi masalah yang muncul, tetapi
juga melindungi hak-hak masyarakat. Di Banyuwangi, regulasi pengendalian minuman
beralkohol perlu dirancang agar bersifat adaptif terhadap dinamika sosial dan budaya
yang terus berubah. Kerangka kebijakan yang adaptif dapat mendukung pembangunan
nasional serta menjawab tantangan yang dihadapi, dengan fokus pada pengurangan risiko
penyalahgunaan alkohol.

Penegakan kebijakan publik harus mengikuti prinsip perundang-undangan yang
berlaku untuk memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat. Ini termasuk
melibatkan aparat penegak hukum untuk menegakkan regulasi tentang minuman
beralkohol dan pengawasan penjualan agar tidak melanggar aturan yang ditetapkan
(Lemp et al., 2023). Dengan demikian, implementasi kebijakan yang konsisten dan tegas,
diiringi dengan dukungan masyarakat, akan sangat penting untuk mencapai tujuan yang
telah ditetapkan.

Evaluasi berkala terhadap kebijakan publik sangat diperlukan untuk memastikan
relevansi dan efektivitas dari kebijakan yang telah diterapkan. Komunikasi yang baik
antara pemerintah dan masyarakat juga vital untuk memperoleh umpan balik dan
meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan. Melalui evaluasi rutin dan

sosialisasi yang intensif, masyarakat akan lebih memahami fungsi dan dampak dari
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regulasi yang ada, serta lebih patuh terhadap kebijakan yang diterapkan (McCambridge
et al., 2022).

Keterlibatan kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat akan memperkuat
strategi pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol, menciptakan lingkungan
yang lebih kondusif bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Melakukan forum
diskusi, melibatkan tokoh masyarakat, serta program edukasi yang berfokus pada bahaya
penyalahgunaan alkohol dapat membantu membangun kesadaran dan dukungan terhadap

kebijakan publik yang ada (Stumbrys et al., 2020).

2.4 Partisipasi Masyarakat

Kebijakan publik memiliki peran sentral dalam mengatur dan mengawasi
peredaran minuman beralkohol, terutama yang memiliki kadar tertentu, dengan tujuan
utama untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif konsumsi alkohol. Di
Kabupaten Banyuwangi, regulasi yang jelas dan tegas sangat diperlukan untuk mencegah
penyalahgunaan alkohol, khususnya di kalangan remaja yang rentan terhadap dampak
kesehatan dan sosial dari alkohol (Madundo et al., 2024). Penetapan kebijakan yang
efektif tidak hanya membantu memperbaiki masalah ketergantungan dan gangguan
kesehatan, tetapi juga mendukung integritas sosial yang lebih baik di masyarakat
(Dimova et al., 2024).

Faktor penting lainnya dalam merumuskan kebijakan publik yang efektif adalah
partisipasi aktif masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan
keputusan, dari perencanaan hingga evaluasi kebijakan, dapat memastikan bahwa
kebijakan yang diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi lokal
(Lugman et al.,, 2024). Ketika masyarakat merasa dilibatkan, hal ini berpotensi
meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Oleh karena itu, pemerintah harus
mengadakan forum diskusi dan konsultasi publik untuk mendengarkan pendapat serta
aspirasi masyarakat menyoal pengendalian minuman beralkohol.

Optimalisasi regulasi pengawasan minuman beralkohol di Banyuwangi
membutuhkan pendekatan multisektor, yang melibatkan kolaborasi berbagai pihak,
termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan lembaga kesehatan
(Suparjo et al., 2024). Kolaborasi ini penting untuk menciptakan sistem pengawasan yang

komprehensif dan terintegrasi, sehingga masing-masing pihak dapat berkontribusi
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terhadap pengendalian peredaran minuman beralkohol secara efektif. Dengan dukungan
dari semua pihak, regulasi yang diterapkan dapat lebih diterima dan dijalankan dengan
baik di lapangan (Uthoff et al., 2021).

Selanjutnya, edukasi dan sosialisasi mengenai bahaya penyalahgunaan alkohol
perlu digencarkan di Banyuwangi. Program edukasi ini dapat diadakan melalui berbagai
saluran, seperti sekolah, komunitas, dan media massa. Hal ini bertujuan untuk
meningkatkan kesadaran masyarakat—terutama kalangan remaja—tentang dampak
negatif dari konsumsi alkohol. Selain itu, sosialisasi ini juga harus mencakup informasi
tentang regulasi yang berlaku dan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggar
(Vijayagopal et al., 2024).

Penegakan hukum yang tegas dan konsisten juga menjadi aspek krusial dalam
implementasi regulasi pengawasan minuman beralkohol. Aparat penegak hukum perlu
dilengkapi dengan pelatihan dan sumber daya yang memadai untuk dapat melakukan
pengawasan secara efektif dan menindak pelanggaran yang terjadi. Penerapan sanksi
yang jelas dan tegas akan menciptakan efek jera bagi calon pelanggar, membuat mereka
lebih berhati-hati dalam menyalahgunakan kebijakan tersebut (Schultz & Reinhardt,
2022).

Untuk efektivitasnya, pembatasan akses dan peredaran minuman beralkohol,
terutama yang memiliki kadar tinggi, harus dilakukan secara ketat. Pemerintah perlu
menetapkan regulasi mengenai lokasi penjualan, jam operasional, dan batasan usia
pembeli. Selain itu, pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol ilegal harus
ditingkatkan, termasuk melalui operasi rutin bersama dengan pihak berwajib untuk
memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang ada (Odziemkowska & McDonnell,
2023).

Dalam era digital saat ini, teknologi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan
efektivitas pengawasan peredaran minuman beralkohol. Pengembangan sistem pelacakan
dan database untuk memantau peredaran minuman beralkohol, serta aplikasi atau
platform yang memungkinkan masyarakat melaporkan pelanggaran, bisa menjadi solusi
yang inovatif. Dengan memanfaatkan teknologi ini, pemerintah akan dapat melakukan
pengawasan secara real-time dan responsif terhadap masalah yang timbul di masyarakat

(Uthoff et al., 2022).
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Bagi individu yang mengalami ketergantungan alkohol, penting untuk
menyediakan program rehabilitasi dan dukungan sosial (Zhang et al., 2023; Weerasinghe
et al., 2020). Program ini dapat meliputi layanan konseling, terapi, dan pelatihan
keterampilan untuk membantu mereka kembali menjalani kehidupan yang sehat.
Dukungan komunitas dan keluarga juga merupakan komponen penting dalam proses
pemulihan individu yang terpengaruh oleh ketergantungan alkohol (Iskandar, 2023).

Evaluasi dan monitoring terhadap kebijakan secara berkala sangat diperlukan
untuk memastikan bahwa regulasi yang diterapkan itu efektif (Gusmi & Husein, 2023;
Halim et al., 2023). Data serta umpan balik dari masyarakat dapat digunakan untuk
melakukan perbaikan dan penyesuaian kebijakan agar lebih relevan dengan kondisi di
lapangan. Proses evaluasi harus dilakukan secara transparan dan melibatkan partisipasi
masyarakat untuk menjamin akuntabilitas kebijakan yang diterapkan (Moriarty, 2019).

Kolaborasi dengan para stakeholder lokal, termasuk tokoh agama, adat, dan
pemimpin komunitas, juga dapat meningkatkan efektivitas kebijakan pengawasan
minuman beralkohol (Kim, 2023; Giesbrecht et al., 2022). Stakeholder-stakeholder ini
memiliki pengaruh yang signifikan dalam masyarakat dan dapat membantu
menyebarluaskan pesan tentang bahaya penyalahgunaan alkohol serta mendorong
kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Melalui keterlibatan mereka, diharapkan
penghormatan terhadap aturan yang sudah ada dapat terjaga dan ditingkatkan di kalangan
masyarakat Banyuwangi (Nordmann et al., 2023)..
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BAB III. METODOLOGI KAJIAN

1.1 Lokasi Penelitian

Kabupaten = Banyuwangi  dipilih  sebagai  lokasi  penelitian  untuk
merekomendasikan optimalisasi regulasi dalam pengawasan dan pengendalian minuman
dengan kadar alkohol tertentu, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan
pendekatan studi kasus. Fokus penelitian ini adalah menganalisis tata kelola sektor ritel
di Banyuwangi, khususnya terkait keberadaan toko modern dan toko tradisional, serta
mengkaji berbagai peraturan daerah yang mengatur peredaran minuman beralkohol.
Peneliti akan melakukan observasi langsung terhadap implementasi regulasi yang ada,
mengevaluasi efektivitasnya, dan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh pelaku
usaha ritel, termasuk dalam hal pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol,
untuk memberikan rekomendasi yang tepat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat

dan ketertiban sosial di wilayah tersebut.

1.2 Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian ini meliputi arsip dan dokumen terkait regulasi
ritel serta kebijakan tata kelola sektor perniagaan di Kabupaten Banyuwangi, seperti
peraturan daerah, laporan pemerintah daerah, dan studi atau artikel yang relevan. Selain
itu, informan kunci yang terdiri dari pemerintah daerah, dan ahli ekonomi akan menjadi
sumber data penting melalui wawancara mendalam. Teknik pemilihan informan
menggunakan snowball sampling, di mana peneliti memulai dengan memilih informan
kunci dan mengandalkan rekomendasi mereka untuk menemukan informan lain yang
kompeten dalam bidang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol, sehingga

memastikan kedalaman dan relevansi data yang dikumpulkan.

1.3 Teknik Pengumpulan Data
3.3.1 Wawancara mendalam
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan wawancara
mendalam (in-depth interviewing), yang merupakan metode untuk memperoleh
keterangan lisan secara langsung melalui percakapan tatap muka antara peneliti dan
informan yang dianggap kompeten dalam topik penelitian. Wawancara mendalam

dilakukan dengan mengajukan pertanyaan terbuka, memungkinkan informan
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memberikan jawaban yang rinci dan mendalam tanpa batasan ketat pada struktur
pertanyaan, sehingga peneliti dapat menggali informasi yang kaya dan relevan terkait
optimalisasi regulasi dalam pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di
Kabupaten Banyuwangi, sesuai dengan pendekatan yang dijelaskan oleh
Sukmadinata (2009).
3.3.2 Observasi
Teknik observasi atau pengamatan digunakan dalam penelitian ini sebagai
metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung kegiatan yang
berlangsung di lapangan, khususnya terkait operasional dan pengelolaan ritel di
Kabupaten Banyuwangi, termasuk dinamika antara toko modern dan toko tradisional.
Menurut Sukmadinata (2009), observasi memungkinkan peneliti memperoleh data
mendalam tentang perilaku, interaksi, dan kondisi nyata yang terjadi di lokasi
penelitian. Dalam konteks penelitian ini, observasi dilakukan untuk mencatat dan
menganalisis implementasi regulasi pengawasan dan pengendalian minuman
beralkohol, serta tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha, sehingga dapat
memberikan gambaran komprehensif untuk rekomendasi optimalisasi kebijakan.
1.3.3 Dokumen
Teknik studi dokumen merupakan salah satu metode pengumpulan data yang
dilakukan dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dalam bentuk
tertulis (hardcopy) maupun elektronik (softcopy) (Sukmadinata, 2009). Dokumen-
dokumen ini sangat berguna untuk mengungkap bagaimana subjek mendefinisikan
dirinya, lingkungan, dan situasi yang dihadapinya, serta bagaimana hubungan antara
definisi diri tersebut dengan tindakan-tindakannya dalam konteks sosial dan budaya
tertentu (Mulyana, 2004). Dalam penelitian ini, studi dokumen digunakan untuk
mengumpulkan data dari berbagai arsip dan dokumen yang relevan dengan topik
penelitian, seperti peraturan daerah, laporan pemerintah, artikel, hasil penelitian, dan
buku-buku yang membahas tata kelola ritel serta kebijakan terkait pengawasan dan
pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Banyuwangi.
Melalui teknik studi dokumen, peneliti dapat menggali informasi mendalam
terkait konteks regulasi dan dampak kebijakan yang diterapkan di Kabupaten
Banyuwangi. Dokumen-dokumen tersebut memberikan gambaran komprehensif tentang

implementasi kebijakan, tantangan yang dihadapi, serta respons masyarakat dan pelaku
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usaha terhadap regulasi yang ada. Dengan menganalisis dokumen-dokumen ini, peneliti
dapat mengidentifikasi celah atau kelemahan dalam regulasi yang berlaku, sekaligus
merumuskan rekomendasi untuk optimalisasi kebijakan pengawasan dan pengendalian
minuman beralkohol, sehingga dapat mendukung terciptanya ketertiban dan

kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

1.4 Validasi Data

Triangulasi data merupakan teknik yang digunakan dalam penelitian kualitatif
untuk meningkatkan validitas dan keakuratan data dengan membandingkan informasi
yang diperoleh dari berbagai sumber atau metode yang berbeda (Sutopo, 2006). Dalam
penelitian ini, triangulasi diterapkan untuk memastikan konsistensi dan objektivitas data
terkait optimalisasi regulasi dalam pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di
Kabupaten Banyuwangi. Terdapat empat tipe dasar triangulasi, yaitu triangulasi data,
triangulasi peneliti, triangulasi teori, dan triangulasi metodologis.

Masing-masing jenis triangulasi ini digunakan untuk memverifikasi data, baik
melalui perbandingan informasi dari sumber yang berbeda, penggunaan berbagai
perspektif teori, maupun kombinasi metode pengumpulan data seperti wawancara,
observasi, dan studi dokumen. Dalam konteks penelitian ini, triangulasi data dilakukan
dengan membandingkan hasil wawancara mendalam dengan informan, observasi
langsung di lapangan, dan analisis dokumen-dokumen terkait regulasi dan kebijakan.
Triangulasi peneliti digunakan untuk memastikan bahwa temuan penelitian tidak bias
dengan melibatkan lebih dari satu peneliti dalam proses pengumpulan dan analisis data.

Sementara itu, triangulasi teori dilakukan dengan mengintegrasikan berbagai
perspektif teoritis untuk memahami fenomena yang diteliti, dan triangulasi metodologis
digunakan dengan menggabungkan beberapa metode pengumpulan data, seperti
wawancara, observasi, dan studi dokumen, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih
komprehensif dan objektif. Dengan menerapkan teknik triangulasi, penelitian ini
bertujuan untuk menghasilkan temuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan,
sehingga rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi dasar bagi optimalisasi regulasi

pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Banyuwangi.
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1.4.1 Trianggulasi data

Triangulasi sumber data merupakan teknik penting dalam penelitian kualitatif
yang digunakan untuk membandingkan dan memverifikasi kepercayaan suatu informasi
yang diperoleh dari berbagai sumber, baik dalam hal waktu maupun cara pengumpulan
data (Bungin, 2009). Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memastikan konsistensi
dan validitas data yang dikumpulkan, sehingga temuan penelitian dapat diandalkan.
Dalam penelitian tentang optimalisasi regulasi pengawasan dan pengendalian minuman
beralkohol di Kabupaten Banyuwangi, triangulasi sumber data dilakukan dengan
membandingkan hasil observasi langsung di lapangan dengan informasi yang diperoleh
melalui wawancara mendalam dengan informan, seperti pelaku usaha ritel, pemerintah
daerah, dan ahli ekonomi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh
dari berbagai sumber saling melengkapi dan konsisten.

Beberapa cara untuk melakukan triangulasi sumber data antara lain
membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara, membandingkan pernyataan
informan di depan umum dengan pernyataan pribadi, serta membandingkan informasi
yang diberikan oleh informan dengan dokumen-dokumen terkait. Dalam penelitian ini,
peneliti membandingkan apa yang dikatakan oleh pelaku usaha ritel dan pemerintah
daerah dalam wawancara dengan hasil observasi langsung terhadap kegiatan operasional
toko modern dan tradisional di Banyuwangi. Selain itu, peneliti juga membandingkan
informasi yang diperoleh dari wawancara dengan dokumen-dokumen resmi, seperti
peraturan daerah, laporan pemerintah, dan artikel terkait, untuk memastikan bahwa
temuan penelitian didukung oleh bukti tertulis yang valid.

Dengan menerapkan triangulasi sumber data, penelitian ini bertujuan untuk
memperkuat keabsahan temuan dan menghindari bias yang mungkin muncul dari
penggunaan satu sumber atau metode pengumpulan data saja. Teknik ini membantu
peneliti mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif dan objektif tentang
implementasi regulasi pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten
Banyuwangi. Hasil dari triangulasi ini akan menjadi dasar untuk merumuskan
rekomendasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga kebijakan yang
dihasilkan dapat lebih efektif dalam menciptakan ketertiban dan kesejahteraan

masyarakat.
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1.4.2 Trianggulasi peneliti

Triangulasi peneliti merupakan metode yang digunakan dalam penelitian
kualitatif untuk meningkatkan validitas dan objektivitas hasil penelitian dengan
melibatkan beberapa peneliti atau evaluator dalam proses pengumpulan dan analisis data.
Dalam penelitian tentang optimalisasi regulasi pengawasan dan pengendalian minuman
beralkohol di Kabupaten Banyuwangi, triangulasi peneliti dilakukan dengan melibatkan
tim peneliti yang memiliki latar belakang dan pengalaman berbeda, seperti ahli kebijakan
publik, sosiolog, dan praktisi hukum. Dengan melibatkan berbagai perspektif, peneliti
dapat membandingkan hasil analisis dan interpretasi data untuk memastikan konsistensi
temuan serta mengurangi bias yang mungkin timbul dari sudut pandang individu.

Melalui triangulasi peneliti, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan temuan
yang lebih kredibel dan komprehensif. Proses ini memungkinkan peneliti untuk
memeriksa data dari berbagai sudut pandang, sehingga analisis yang dihasilkan lebih
mendalam dan objektif. Dalam konteks penelitian ini, triangulasi peneliti membantu
memastikan bahwa rekomendasi yang dirumuskan untuk optimalisasi regulasi
pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Banyuwangi
didasarkan pada analisis yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga
kebijakan yang dihasilkan dapat lebih efektif dalam menciptakan ketertiban dan
kesejahteraan masyarakat.
1.4.3 Trianggulasi Teori

Triangulasi teori merupakan metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif
untuk mengintegrasikan berbagai teori yang relevan guna memperoleh pemahaman yang
lebih menyeluruh dan mendalam tentang fenomena yang diteliti (Bungin, 2009). Dalam
penelitian tentang optimalisasi regulasi pengawasan dan pengendalian minuman
beralkohol di Kabupaten Banyuwangi, triangulasi teori dilakukan dengan memadukan
berbagai perspektif teoritis, seperti teori kebijakan publik, teori partisipasi masyarakat,
dan teori penegakan hukum. Pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa satu teori saja
tidak cukup untuk menjelaskan semua aspek dari fenomena yang kompleks, seperti
pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol, sehingga diperlukan integrasi
berbagai teori untuk menghasilkan analisis yang lebih komprehensif.

Dalam proses triangulasi teori, peneliti mengidentifikasi pola dan hubungan yang

muncul dari data penelitian, kemudian membandingkannya dengan penjelasan yang

Rekomendasi Optimalisasi Regulasi DalamPengawasan DanPengendalianMinuman
Dengan Kadar Alkohol TertentuDi KabupatenBanyuwangi

19




diberikan oleh berbagai teori yang relevan. Misalnya, teori kebijakan publik digunakan
untuk memahami proses perumusan dan implementasi regulasi, sementara teori
partisipasi masyarakat membantu menjelaskan peran serta masyarakat dalam mendukung
atau menolak kebijakan tersebut. Selain itu, teori penegakan hukum digunakan untuk
menganalisis efektivitas penerapan sanksi dan pengawasan di lapangan. Dengan
menggabungkan berbagai perspektif ini, peneliti dapat menghasilkan temuan yang lebih
mendalam dan multiperspektif, sehingga rekomendasi yang dirumuskan dapat mencakup
aspek-aspek yang mungkin terlewatkan jika hanya menggunakan satu teori.

Melalui triangulasi teori, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan simpulan
yang lebih mantap, dapat dipertanggungjawabkan, dan memiliki makna yang mendalam.
Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena pengawasan dan
pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Banyuwangi secara lebih kaya dan
komprehensif, sehingga rekomendasi yang dihasilkan dapat lebih efektif dalam
menciptakan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, triangulasi teori
tidak hanya memperkuat validitas temuan penelitian, tetapi juga memberikan landasan
teoritis yang kokoh bagi perumusan kebijakan yang lebih adaptif dan berkelanjutan.
1.4.4 Tianggulasi metodelogis

Triangulasi metode merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan
menggunakan berbagai metode berbeda untuk mengumpulkan data sejenis, kemudian
membandingkan hasilnya guna menghasilkan simpulan yang lebih kuat dan wvalid
(Sutopo, 2006). Dalam penelitian ini, triangulasi metode diterapkan dengan
menggabungkan teknik pengumpulan data seperti wawancara mendalam, observasi
langsung, dan studi dokumen. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa data yang
diperoleh dari berbagai metode saling mendukung dan konsisten, sehingga meningkatkan
keakuratan dan kredibilitas temuan penelitian. Misalnya, informasi yang diperoleh dari
wawancara dengan pelaku usaha ritel dan pemerintah daerah dibandingkan dengan hasil
observasi langsung di lapangan serta dokumen-dokumen resmi terkait regulasi minuman
beralkohol.

Menurut Patton (dalam Bungin, 2009), triangulasi metode dapat dilakukan melalui
dua strategi utama. Pertama, pengecekan derajat kepercayaan temuan dengan
membandingkan hasil penelitian yang diperoleh dari berbagai teknik pengumpulan data,

seperti wawancara, observasi, dan studi dokumen. Dalam penelitian ini, peneliti
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membandingkan informasi tentang implementasi regulasi yang diberikan oleh informan
melalui wawancara dengan hasil observasi terhadap kegiatan operasional toko modern
dan tradisional, serta dokumen-dokumen resmi seperti peraturan daerah dan laporan
pemerintah. Kedua, pengecekan beberapa sumber data yang menggunakan metode yang
sama, misalnya membandingkan hasil wawancara dari beberapa informan yang berbeda
untuk memastikan bahwa data yang diperoleh tidak bias dan mencerminkan fenomena
yang lebih objektif.

Dengan menerapkan triangulasi metode, penelitian ini bertujuan untuk
meningkatkan kekuatan data yang dikumpulkan dan menghasilkan temuan yang lebih
valid dan dapat dipercaya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memastikan
bahwa rekomendasi yang dirumuskan untuk optimalisasi regulasi pengawasan dan
pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Banyuwangi didasarkan pada data yang
akurat dan komprehensif. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan dapat lebih efektif
dalam menciptakan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat, serta mampu menjawab

tantangan yang dihadapi dalam implementasi regulasi yang ada.

1.5 Teknik Analisis Data
3.5.1 Analisis Data Kualitatif

Teknik analisis dalam penelitian ini bersifat induktif, yang berarti simpulan dan
teori dihasilkan dari data yang dikumpulkan tanpa bertujuan untuk membuktikan
hipotesis tertentu. Penelitian ini menggunakan teknik analisis interaktif, di mana setiap
data yang diperoleh dari lapangan diinteraksikan atau dibandingkan dengan unit data
lainnya untuk menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam (Miles, M. B., &
Huberman, 2014). Proses analisis interaktif melibatkan empat komponen utama, yaitu:
(1) Pengumpulan Data (Data Collection), (2) Pemadatan Data (Data Condensation), (3)
Penyajian Data (Data Display), dan (4) Penarikan Simpulan/Verifikasi (Conclusions
Drawing/Verifying). Keempat komponen ini saling berkaitan dan berperan dalam
membimbing peneliti untuk menghasilkan simpulan yang akurat dan terverifikasi,
sehingga rekomendasi yang dirumuskan untuk optimalisasi regulasi pengawasan dan
pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Banyuwangi dapat didasarkan pada

pemahaman yang komprehensif dan terstruktur.
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Gambar 3.5 Skema Proses Analisis Interaktif

Sumber : Miles, M.B., & Huberman. A.M.(Miles, M. B., & Huberman, 2014)

3.5.2 Analisis SWOT

Analisis SWOT digunakan dalam penelitian ini sebagai alat analisis kualitatif untuk
mengidentifikasi kekuatan (Strength), kelemahan (Weakness), peluang (Opportunities),
dan ancaman (Threats) yang memengaruhi optimalisasi regulasi pengawasan dan
pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Banyuwangi. Menurut Rangkuti (2011),
analisis SWOT membantu memformulasikan strategi yang tepat dengan memadukan
faktor internal dan eksternal. Sebelum melakukan analisis SWOT, peneliti terlebih dahulu
menyusun matriks IFAS (Internal Strategic Factor Analysis Summary) dan EFAS
(External Strategic Factor Analysis Summary) untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi
faktor-faktor internal dan eksternal yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Penyusunan matriks IFAS dilakukan dengan mengidentifikasi faktor kekuatan dan
kelemahan internal sistem regulasi pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten
Banyuwangi. Setiap faktor diberi bobot berdasarkan tingkat kepentingannya,
menggunakan skala 1,00 (sangat penting) hingga 0,00 (tidak penting), serta diberi rating
berdasarkan pengaruhnya terhadap permasalahan, mulai dari 4 (outstanding) hingga 1
(poor). Bobot dan rating kemudian dikalikan untuk menghasilkan skor terbobot, yang
jumlah keseluruhannya digunakan untuk menilai kondisi internal sistem. Jika total skor
terbobot lebih dari 2,5, sistem dianggap memiliki kekuatan yang memadai untuk
mengatasi tantangan yang ada.

Selanjutnya, penyusunan matriks EFAS dilakukan dengan mengidentifikasi faktor
peluang dan ancaman eksternal yang memengaruhi implementasi regulasi pengawasan
minuman beralkohol. Setiap faktor diberi bobot dan rating serupa dengan matriks IFAS,
kemudian dikalikan untuk mendapatkan skor terbobot. Total skor terbobot digunakan

untuk menilai kemampuan sistem dalam merespons peluang dan ancaman eksternal. Jika
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total skor terbobot lebih dari 2,5, sistem dianggap mampu memanfaatkan peluang dan
mengatasi ancaman yang ada. Hasil dari matriks IFAS dan EFAS ini menjadi dasar untuk
menyusun matriks SWOT.

Matriks SWOT kemudian digunakan untuk merumuskan alternatif strategi yang
efektif dalam optimalisasi regulasi pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di
Kabupaten Banyuwangi. Strategi dirancang dengan memadukan kekuatan internal dan
peluang eksternal untuk memaksimalkan potensi yang ada, serta mengatasi kelemahan
internal dan ancaman eksternal untuk mengurangi dampak negatif. Misalnya, strategi
dapat difokuskan pada peningkatan partisipasi masyarakat dan kolaborasi antarinstansi
untuk memperkuat pengawasan, sambil memanfaatkan peluang seperti dukungan
teknologi dan kebijakan nasional. Dengan pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk
menghasilkan rekomendasi yang seimbang dan efektif dalam mencapai tujuan

pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Banyuwangi.
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BAB IV. TIM PELAKSANA DAN JADWAL KAJIAN

4.1 Tim Pelaksana
Koordinator . Sahru Romadloni, M.Pd.
Anggota : 1. Dr. Demas Brian Wicaksono, S.H., M.H.
2. Elok Rosyidah, M.M.
3. Ayu Herlin Norma Yunita, S.H., M.H
4.2 Jadwal Pelaksanaan

Penyusunan kajian rekomendasi untuk optimalisasi regulasi dalam pengawasan
dan pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Banyuwangi dilaksanakan melalui
serangkaian tahapan yang sistematis. Tahap pertama meliputi identifikasi permasalahan
terkait implementasi regulasi yang ada, termasuk tantangan dalam pengawasan peredaran
minuman beralkohol dan dampaknya terhadap masyarakat. Pengumpulan data dilakukan
melalui wawancara mendalam dengan pelaku usaha, pemerintah daerah, dan masyarakat,
observasi lapangan terhadap kegiatan masyarakat, serta studi dokumen terkait regulasi
dan kebijakan yang berlaku. Data yang terkumpul kemudian dianalisis untuk
mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan dalam sistem regulasi yang ada, serta
mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah diterapkan.

Hasil kajian kemudian disusun dan disajikan dalam bentuk laporan akhir yang
diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam perbaikan kebijakan tata
kelola ritel dan pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Banyuwangi, sehingga
dapat mendukung terciptanya ketertiban dan kesejahteraan masyarakat:

Tabel 4. Jadwal Pelaksanaan

No Kegiatan Tanggal  Metode dan Peserta Jam
Kegiatan Tempat Kegiatan
Pelaksanaan
1 Merumuskan 24 Diskusi Tim Kajian 07.00-
pokok Februari terpumpundi  Universitas 17 09.00
permasalahan 2025 Universitas Agustus 1945  WIB
tentang 17 Agustus Banyuwangi (4
rekomendasi 1945 Orang)
optimalisasi Banyuwangi
regulasi dalam

pengawasan  dan
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pengendalian
minuman  dengan
kadar alkohol
tertentu di
Kabupaten
Banyuwangi
Mengumpulkan
sumber data
tentang
rekomendasi
optimalisasi
regulasi dalam
pengawasan dan
pengendalian
minuman dengan
kadar alkohol
tertentu di
Kabupaten
Banyuwangi
Melakukan analisis
Data primer dan
skunder
rekomendasi
optimalisasi
regulasi dalam
pengawasan dan
pengendalian
minuman dengan
kadar alkohol
tertentu di
Kabupaten
Banyuwangi

24
Februari

2025

25
Februari

2025

Diskusi
terpumpun di
Universitas
17 Agustus
1945
Banyuwangi

Diskusi
terpumpun di
Universitas
17 Agustus
1945
Banyuwangi
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Melakukan 25

verifikasi data Februari
rekomendasi 2025
optimalisasi

regulasi dalam

pengawasan dan
pengendalian

minuman dengan

kadar alkohol

tertentu di

Kabupaten

Banyuwangi

Pemetaan indikator = 26
Februari

2025

rekomendasi
optimalisasi
regulasi dalam
pengawasan dan
pengendalian
minuman dengan
kadar alkohol
tertentu di
Kabupaten
Banyuwangi
Melakukan 26
Februari

2025

justifikasi
rekomendasi
optimalisasi
regulasi dalam
pengawasan dan
pengendalian
minuman dengan

kadar alkohol
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tertentu di

Kabupaten

Banyuwangi

Penyusunan studi 27
Februari

2025

kasus dan
identifikasi
regulasi dalam
pengawasan dan
pengendalian
minuman dengan
kadar alkohol
tertentu di
Kabupaten
Banyuwangi
Penyusunan 27
Februari

2025

rekomendasi
optimalisasi
regulasi dalam
pengawasan dan
pengendalian
minuman dengan
kadar alkohol
tertentu di
Kabupaten
Banyuwangi
Penyusunan 28
Februari

2025

rekomendasi
optimalisasi
regulasi dalam
pengawasan dan
pengendalian

minuman dengan
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kadar alkohol

tertentu di
Kabupaten
Banyuwangi
10 = Finalisasi dan 28 Diskusi Tim Kajian 09.30-
penyusunan Februari terpumpundi = Universitas 17 12.30
rekomendasi 2025 Universitas Agustus 1945  WIB
optimalisasi 17 Agustus Banyuwangi (4
regulasi dalam 1945 Orang)
pengawasan dan Banyuwangi
pengendalian
minuman dengan
kadar alkohol
tertentu di
Kabupaten
Banyuwangi
4.3 Anggaran Biaya
Honorarium Narasumber / Vol. | Hari Satuan Harga Jumalah
Tenaga Ahli Satuan | Harga (Rp)
(Rp)
1. Sahru Romadloni, M.Pd. 5 5 Org/ 60 500.000 | 12.500.000
Mnt
2. Dr. Demas Brian 5 5 Org/ 60 500.000 | 12.500.000
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BAB V. PEMBAHASAN DAN ANALISI DATA
5.1 Implementasi Implementasi Peraturan Bupati Banyuwangi No. 3 Tahun 2022
Dalam Mengawasi Dan Mengendalikan Peredaran Serta Konsumsi Minuman
Dengan Kadar Alkohol Tertentu Di Kabupaten Banyuwangi

Peraturan Bupati Banyuwangi No. 3 Tahun 2022 merupakan respon terhadap
kekhawatiran yang meningkat di masyarakat terkait peredaran minuman beralkohol di
Kabupaten Banyuwangi. Kebijakan ini bertujuan untuk mengawasi, mengendalikan, dan
membatasi peredaran minuman beralkohol guna meminimalisir dampak negatif yang
timbul dari segi sosial, kesehatan, dan keamanan masyarakat. Pembentukan Tim Terpadu
sebagai bagian dari implementasi kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas
pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan penjualan dan distribusi
minuman beralkohol. Tim ini diharapkan dapat melakukan pengawasan secara intensif
serta menegakkan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi, sehingga tujuan dari regulasi
dapat tercapai secara optimal (Arifin & Muslim, 2020).

Namun, tantangan besar dalam implementasi peraturan ini terlihat dari maraknya
peredaran minuman beralkohol ilegal yang masih berlangsung. Penjualan di tempat-
tempat tanpa izin serta peredaran minuman oplosan menunjukkan bahwa pengawasan
yang dilakukan masih jauh dari kata efektif. Toko pengecer yang terus menjual minuman
beralkohol tanpa izin secara legal mencerminkan lemahnya pengawasan dan keterbatasan
sumber daya yang dimiliki oleh Tim Terpadu. Sugesti dari penelitian yang telah dilakukan
menunjukkan bahwa koordinasi antar instansi seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol
PP) dan kepolisian belum berjalan optimal, mengakibatkan tindakan penegakan hukum
tidak sejalan dengan harapan (Prasetia & Fahmi, 2020; , Jayanti et al., 2021).

Di sisi lain, penerapan sanksi terhadap pelanggar peraturan juga dinilai lemah.
Dalam kasus-kasus yang terjadi, pelanggar sering kali hanya mendapatkan sanksi ringan,
seperti teguran atau denda administratif yang tidak memberikan efek jera. Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memang memberikan dasar
hukum untuk sanksi pidana yang lebih tegas, termasuk kurungan hingga enam bulan atau
denda maksimal Rp50 juta. Namun, dalam praktiknya, sanksi yang dijatuhkan tidak
mencerminkan ketegasan yang sesuai dengan pelanggaran yang terjadi, sehingga
pelanggar tetap dapat melanjutkan kegiatan usaha mereka tanpa merasakan beban akibat

konsekuensi hukum (Bungawati, 2022; , Oktafiana & Cahyono, 2022).
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Dari segi pengawasan, Kabupaten Banyuwangi memang menghadapi sejumlah
kendala, khususnya terkait sarana dan prasarana yang terbatas. Satuan Polisi Pamong
Praja (Satpol PP), sebagai instansi yang bertanggung jawab atas penegakan Peraturan
Daerah, hanya memiliki dua kendaraan operasional. Ini jelas tidak memadai mengingat
luasnya wilayah Kabupaten Banyuwangi, yang sembilan di antaranya harus dijangkau
dalam upaya melakukan inspeksi dan razia terhadap toko-toko yang dicurigai melanggar
aturan (Witkiewitz et al., 2019; , Ngqgangashe et al., 2021). Keterbatasan jumlah
kendaraan ini berdampak langsung pada kemampuan mobilitas petugas lapangan, yang
sangat penting dalam memastikan hukum ditegakkan secara efektif di seluruh daerah.

Di samping itu, masih terdapat tantangan besar terkait dengan kesadaran
masyarakat mengenai regulasi yang ada. Banyak warga Banyuwangi tetap membeli
minuman beralkohol secara ilegal, bahkan di lokasi-lokasi yang sudah dinyatakan
dilarang oleh pemerintah (Ghosh et al., 2020). Dalam beberapa insiden, masyarakat malah
melindungi pedagang yang menjual minuman beralkohol ilegal. Hal ini sering
dijustifikasi dengan alasan ekonomi, di mana banyak pedagang tersebut merupakan
sumber pendapatan utama bagi keluarga mereka (Prasad et al., 2024). Situasi ini
menegaskan bagaimana tanpa dukungan dari masyarakat, efektivitas peraturan yang
diberlakukan akan sangat sulit untuk tercapai (Stockwell et al., 2021).

Permintaan terhadap minuman beralkohol di Banyuwangi juga meningkat,
dengan harga yang relatif terjangkau dan akses yang mudah bagi masyarakat (Czaplicki
et al., 2020). Sikap konsumsi alkohol yang tinggi di kalangan penduduk sulit untuk
diubah, apalagi jika tidak didukung oleh edukasi yang memadai tentang dampak negatif
dari konsumsi alkohol. Tanpa sosialisasi yang efektif, masyarakat sulit untuk memahami
risiko kesehatan dan sosial yang menyertai penggunaan alkohol. Penelitian menunjukkan
bahwa rendahnya tingkat kesadaran akan bahaya alkohol berkorelasi negatif dengan
tindakan pencegahan yang diambil (Julien et al., 2020; , Cox et al., 2021). Perlunya upaya
edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat menjadi faktor kunci dalam memperkuat
implementasi kebijakan terkait alkohol di Banyuwangi.

Keberadaan minuman beralkohol di masyarakat Kabupaten Banyuwangi telah
menimbulkan dampak sosial yang signifikan, termasuk peningkatan angka kriminalitas,
kecelakaan lalu lintas akibat pengaruh alkohol, dan gangguan ketertiban umum seperti

perkelahian dan pengeroyokan. Hal ini menekankan bahwa tanpa pengawasan yang ketat,
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peredaran minuman beralkohol dapat menambah kompleksitas masalah sosial dan
mengancam stabilitas komunitas Mohammed et al. (2019), Valen et al., 2019). Penelitian
menunjukkan bahwa konsumsi alkohol secara langsung berkorelasi dengan peningkatan
risiko kecelakaan lalu lintas dan berbagai tindak kriminal, yang berpotensi merugikan
masyarakat (Kirstukaite et al., 2024; , Lasota et al., 2020). Selain itu, dampak negatif dari
alkohol juga dapat merembet ke ranah sosial lainnya, mempengaruhi interaksi antar
individu dalam masyarakat.

Dalam upaya untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, pemerintah daerah
telah melaksanakan sejumlah langkah strategis, seperti membatasi jam operasional toko
pengecer, melarang penjualan di dekat tempat ibadah dan sekolah, serta meningkatkan
koordinasi antar instansi terkait (Casado-Sanz et al., 2020). Langkah-langkah tersebut
dianggap perlu untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dari pengaruh minuman
beralkohol, dan untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya konsumsi alkohol,
terutama di kalangan remaja dan pelajar. Penyuluhan ini diharapkan dapat mengurangi
pengaruh negatif dari alkohol serta meningkatkan kesadaran akan risiko yang
menyertainya (Zhou et al., 2022).

Namun demikian, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada konsistensi
dalam penegakan hukum dan dukungan dari semua pihak, termasuk masyarakat dan
pelaku usaha. Jika pengawasan tidak diperketat dan sanksi tidak diterapkan secara tegas,
peraturan ini akan sulit tercapai. Penelitian yang ada menunjukkan bahwa penegakan
hukum yang lemah dapat mengurangi dampak positif dari kebijakan yang ada, karena
pelanggar mungkin merasa tidak terancam oleh regulasi yang diterapkan (Stockwell et
al., 2021; , Manca et al., 2023). Misalnya, banyak pelanggar yang terus mengoperasikan
bisnis penjualan minuman beralkohol ilegal tanpa khawatir akan konsekuensi hukum,
sehingga perlunya penegakan hukum yang lebih ketat menjadi kian mendesak (Manca et
al., 2023). Untuk meningkatkan efektivitas implementasi Peraturan Bupati Banyuwangi
No. 3 Tahun 2022, terdapat beberapa rekomendasi yang perlu dipertimbangkan yang
mencakup penguatan penegakan hukum, pemeliharaan koordinasi antarinstansi,
peningkatan fasilitas dan sumber daya, peningkatan edukasi masyarakat, serta penguatan

ekonomi alternatif bagi pedagang.
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Pertama, penguatan penegakan hukum sangat penting untuk memastikan bahwa
pelanggaran terhadap regulasi tidak dibiarkan tanpa sanksi. Ini dapat dilakukan dengan
meningkatkan pengawasan secara rutin serta menerapkan sanksi yang lebih berat bagi
pelanggar Jernigan & Trangenstein (2020), Stockwell et al.,, 2021). Penelitian
menunjukkan bahwa ketika sanksi lebih tegas, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap
peraturan cenderung meningkat (Rehm et al., 2021).

Kedua, koordinasi antara instansi yang terlibat dalam penegakan hukum harus
diperbaiki. Semua pihak yang bertanggung jawab perlu memiliki peran yang jelas dalam
implementasi kebijakan ini. Penelitian mencatat bahwa kebijakan yang terintegrasi antara
berbagai lembaga yang terlibat dalam pengawasan minuman beralkohol dapat membantu
mencapai efektivitas yang lebih tinggi (Jankhotkaew et al., 2022; , Jankhotkaew et al.,
2022). Hal ini termasuk membuat jadwal rutin untuk kolaborasi dan komunikasi
antarinstansi untuk berbagi informasi potensial mengenai pelanggaran.

Ketiga, pengadaan fasilitas dan sumber daya untuk penegakan hukum perlu
ditingkatkan. Ini termasuk penambahan jumlah kendaraan operasional bagi Satuan Polisi
Pamong Praja (Satpol PP) serta penambahan personel untuk meningkatkan pengawasan
lapangan (Matzopoulos et al., 2020). Sumber daya yang memadai akan mendukung
kegiatan pengawasan dan penegakan hukum secara lebih efisien.

Keempat, edukasi masyarakat juga harus lebih digencarkan. Penyuluhan
mengenai dampak negatif dari konsumsi alkohol dan kesadaran akan pentingnya
mematuhi peraturan yang ada harus dilakukan secara berkelanjutan. Program sosialisasi
di sekolah-sekolah, komunitas, dan melalui media sosial dapat menjangkau berbagai
kalangan dan menciptakan kesadaran yang lebih luas di masyarakat (Wright, 2019; ,
Morojele et al., 2021). Penekanan pada pendidikan sejak dini sangat penting untuk
menghasilkan generasi yang lebih sadar akan risiko alkohol.

Terakhir, penguatan ekonomi alternatif bagi pedagang yang bergantung pada
penjualan minuman beralkohol adalah langkah penting untuk menciptakan perubahan
sistemik. Pemerintah bisa memberikan insentif atau pelatihan bagi pelaku usaha kecil
et al., 2020). Langkah ini tidak hanya mengurangi ketergantungan terhadap pendapatan
dari penjualan minuman beralkohol tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi

masyarakat secara keseluruhan.
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Peraturan Bupati Banyuwangi No. 3 Tahun 2022 telah memberikan dasar hukum
yang jelas untuk pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol,
implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu segera diatasi. Tanpa
pengawasan yang lebih ketat, sanksi yang lebih tegas, serta kesadaran masyarakat yang
lebih tinggi, peraturan ini tidak akan berjalan efektif dalam menekan peredaran minuman
beralkohol ilegal dan dampak negatif yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, upaya yang
lebih terintegrasi dan berkelanjutan perlu dilakukan agar regulasi ini dapat memberikan
hasil yang optimal dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan kondusif di

Kabupaten Banyuwangi.

5.2 Tantangan Dan Implikasi Dalam Pengawasan Dan Penegakan Hukum
Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol, Serta Bagaimana Dampaknya
Terhadap Masyarakat Dan Stabilitas Sosial Di Kabupaten Banyuwangi

Efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran minuman
beralkohol di Kabupaten Banyuwangi, Peraturan Bupati Banyuwangi No. 3 Tahun 2022
menghadapi berbagai tantangan yang mencakup kesadaran masyarakat, keterbatasan
sumber daya, dan koordinasi antarinstansi. Peraturan ini, sebagai implementasi dari
Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2015, bertujuan untuk mengatur dan mengendalikan
penjualan serta peredaran minuman beralkohol. Namun, rendahnya kesadaran hukum
masyarakat menjadi salah satu hambatan utama dalam mengoptimalkan regulasi ini.
Banyak individu yang masih menjual minuman beralkohol secara ilegal, baik di toko-
toko kecil maupun warung yang terletak di permukiman penduduk, menciptakan
kesulitan dalam kontrol peredaran Azmiardi (2020).

Di samping itu, pola pikir masyarakat yang menganggap peredaran minuman
beralkohol sebagai bagian dari aktivitas ekonomi yang sah berkontribusi pada rendahnya
efektivitas penindakan hukum. Hal ini semakin diperburuk dengan lemahnya koordinasi
antara instansi terkait, seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), kepolisian, dan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan, yang mengakibatkan kegiatan razia sering kali
bocor sebelum pelaksanaan (Solikin, 2021). Penegakan hukum yang tidak konsisten dan
sanksi yang ringan tidak mampu memberikan efek jera terhadap pelanggar, meski
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 menyediakan dasar hukum untuk sanksi yang lebih
berat (Kevaladandra & Nurmala, 2019). Banyak pelanggar yang hanya dikenakan denda
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administratif tanpa penindakan hukum yang lebih tegas, membuat peraturan tersebut
menjadi kurang efektif dalam mengurangi pelanggaran (Saka, 2020).

Ketersediaan sarana dan prasarana pengawasan, khususnya jumlah personel dan
kendaraan operasional bagi Satpol PP, juga menjadi perhatian. Dengan wilayah
Kabupaten Banyuwangi yang luas, dua kendaraan operasional yang ada tidak memadai
untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh, yang jelas menjadi penghambat dalam
upaya penegakan hukum dan kontrol peredaran minuman beralkohol secara efektif
(Serfiyani et al., 2020). Masalah ini berpotensi mengarah pada meningkatnya angka
kriminalitas dan gangguan ketertiban umum akibat konsumsi alkohol.

Di sisi sosial, dampak peredaran minuman beralkohol sendiri sangat signifikan,
dengan banyak kasus kriminalitas seperti perkelahian, kecelakaan lalu lintas yang fatal,
dan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang berkaitan langsung dengan konsumsi
alkohol (Hidayat & Purwandari, 2020; , Maulidia & Afidah, 2019). Dari perspektif
ekonomi, eksistensi toko pengecer minuman beralkohol ilegal juga menciptakan
ketidakadilan dalam persaingan usaha, di mana pelaku usaha yang mematuhi regulasi
terpaksa beroperasi di lingkungan yang tidak adil, mengingat mereka harus memenuhi
kewajiban pajak dan izin yang tidak diterapkan pada toko ilegal (Wahyudi et al., 2024).

Sebagai respons terhadap permasalahan yang dihadapi, Pemerintah Kabupaten
Banyuwangi perlu menyusun beberapa strategi. Penguatan koordinasi antarinstansi
dengan membentuk satuan tugas khusus untuk pengawasan peredaran minuman
beralkohol dapat memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi yang lebih baik (Aisy &
Wardana, 2024). Penegakan hukum yang lebih tegas, termasuk penerapan sanksi yang
lebih berat, harus diintegrasikan untuk memberikan efek jera kepada pelanggar (Kencana,
2019). Peningkatan sarana dan prasarana, termasuk pengadaan lebih banyak kendaraan
operasional dan personel, penting untuk memastikan pengawasan yang lebih efektif dan
responsif dalam penegakan hukum (Danifulhaq et al., 2024).

Edukasi masyarakat juga tidak boleh diabaikan; kampanye sosialisasi tentang
bahaya minuman beralkohol dan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi harus diperkuat.
Pendekatan ini harus melibatkan sekolah-sekolah, komunitas, dan media sosial untuk
menjangkau publik secara luas. Terakhir, pemerintah disarankan untuk mengembangkan
alternatif ekonomi bagi pedagang alkohol dengan memberikan dukungan dalam bentuk

pelatihan atau bantuan modal untuk beralih pada usaha yang lebih berkelanjutan
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(Kurniawan et al., 2022). Dengan penguatan pengawasan, penegakan hukum yang lebih
tegas, dan dukungan dari masyarakat, diharapkan peredaran minuman beralkohol di
Kabupaten Banyuwangi dapat diminimalisir, sehingga mengurangi dampak negatifnya

terhadap stabilitas sosial dan ekonomi (Putri et al., 2021).

5.3 Strategi Dan Rekomendasi Kebijakan Optimalisasi Regulasi Yang Lebih Efektif
Dalam Meningkatkan Pengawasan, Pengendalian, Serta Penegakan Hukum
Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Guna Menciptakan Keseimbangan
Antara Kepentingan Ekonomi, Sosial, Dan Kesehatan Masyarakat
Peraturan Bupati Banyuwangi No. 3 Tahun 2022, yang diterapkan sebagai
petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2015, bertujuan untuk
mengawasi, mengendalikan, dan menertibkan peredaran minuman beralkohol di
Kabupaten Banyuwangi. Namun, implementasi peraturan ini masih menghadapi berbagai
tantangan yang menghambat efektivitasnya dalam menyeimbangkan kepentingan
ekonomi, sosial, dan kesehatan masyarakat (Nahak et al., 2021; . Oleh karena itu,
diperlukan strategi dan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas regulasi dalam
pengawasan dan penegakan hukum terkait peredaran minuman beralkohol di wilayah ini.

Salah satu strategi utama yang perlu dilakukan adalah memaksimalkan peran Tim
Terpadu yang telah dibentuk berdasarkan SK Bupati Banyuwangi No.

188/71/KEP/429.011/2022. Tim ini memiliki tanggung jawab dalam mengawasi dan

mengendalikan peredaran minuman beralkohol, namun dalam praktiknya masih
menghadapi kendala dalam hal koordinasi antarinstansi. Untuk meningkatkan
efektivitasnya, evaluasi berkala harus dilakukan untuk memastikan bahwa tim ini bekerja
secara optimal dan mampu menangani peredaran minuman beralkohol secara lebih
sistematis (Nahak et al., 2021; , Solikin, 2021).

Selanjutnya, pemetaan ulang lokasi usaha pengecer minuman beralkohol juga
sangat penting untuk memastikan bahwa pengecer yang memiliki izin beroperasi di lokasi
yang tidak berdekatan dengan tempat ibadah, lembaga pendidikan, atau fasilitas
kesehatan, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-
Dag/Per/4/2014. Dengan demikian, keberadaan pengecer minuman beralkohol dapat
lebih tertata dan tidak mengganggu stabilitas sosial di masyarakat (Aryasa et al., 2020).
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Penerapan sanksi yang lebih tegas menjadi strategi penting dalam meningkatkan
efektivitas regulasi ini. Saat ini, banyak pengecer minuman beralkohol yang masih
menjual produk tanpa cukai atau bahkan minuman oplosan yang berbahaya bagi
kesehatan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan sanksi yang lebih berat
terhadap pengecer ilegal, baik dalam bentuk denda yang lebih besar maupun pencabutan
izin usaha bagi pelaku yang berulang kali melanggar aturan (Azmiardi, 2020; , Aisy &
Wardana, 2024).

Pengawasan terhadap penjualan minuman beralkohol kepada pelajar atau individu
di bawah usia 21 tahun juga perlu diperketat. Meskipun dalam regulasi sudah diatur batas
usia minimum pembelian minuman beralkohol, masih ditemukan pengecer yang menjual
produk ini kepada remaja tanpa memverifikasi identitas mereka. Oleh karena itu,
pemerintah harus mengimplementasikan sistem validasi identitas yang ketat dan
melakukan tindakan tegas terhadap para pengecer yang melanggar aturan ini (Fibrianto
et al., 2024; , Wulansari et al., 2024).

Strategi lain yang dapat diterapkan adalah sosialisasi dan pembatasan operasional
selama hari-hari besar keagamaan. Sebagai contoh, pada bulan suci Ramadhan atau hari-
hari perayaan keagamaan lainnya, penjualan minuman beralkohol dapat dibatasi atau
bahkan dihentikan sementara untuk menghormati norma sosial dan keagamaan
masyarakat Banyuwangi. Langkah ini juga dapat membantu mengurangi konsumsi
alkohol yang berlebihan selama periode tertentu (Jamiludin et al., 2024).

Transparansi dan efisiensi dalam pengawasan, pemerintah dapat mengembangkan
sistem digital yang mengintegrasikan perizinan usaha, SIUP, dan letak lokasi toko
pengecer dalam satu portal tertutup. Sistem ini memungkinkan tim pengawas untuk
melakukan validasi dan verifikasi legalitas usaha dengan lebih cepat dan akurat, sehingga
dapat mengurangi praktik ilegal yang masih marak terjadi di lapangan (Sambeka et al.,
2024).

Dalam rangka membangun kesadaran masyarakat akan bahaya konsumsi
minuman beralkohol, pemerintah perlu menggencarkan program edukasi dan sosialisasi
melalui berbagai platform, seperti media sosial, sekolah, serta komunitas masyarakat.
Edukasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama
generasi muda, mengenai risiko kesehatan dan dampak sosial yang ditimbulkan akibat

konsumsi alkohol yang tidak terkendali (Prameswara et al., 2024).
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Di sisi ekonomi, penting bagi pemerintah untuk memberikan alternatif mata
pencaharian bagi pedagang yang bergantung pada penjualan minuman beralkohol.
Program pelatihan kewirausahaan dan bantuan modal usaha dapat diberikan kepada para
pedagang untuk beralih ke sektor bisnis yang lebih sehat dan berkelanjutan. Dengan
demikian, mereka tidak lagi bergantung pada perdagangan minuman beralkohol sebagai
sumber pendapatan utama (Yolanda et al., 2024; , Khairina et al., 2022).

Terakhir, pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol harus
berjalan seimbang antara aspek ekonomi, sosial, dan kesehatan masyarakat. Pemerintah
perlu memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak hanya memberikan manfaat
bagi sektor ekonomi, tetapi juga tetap memperhatikan kesejahteraan dan ketertiban
masyarakat. Dengan penguatan regulasi yang lebih efektif, penerapan sanksi yang lebih
tegas, serta peningkatan koordinasi antarinstansi, diharapkan peredaran minuman
beralkohol di Kabupaten Banyuwangi dapat dikendalikan dengan lebih baik, sehingga
keseimbangan antara berbagai kepentingan dapat tercapai secara optimal (Wahyudi et al.,

2023).
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BAB VI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
6.1 Kesimpulan
Kesimpulan terkait rekomendasi optimalisasi regulasi dalam pengawasan dan
pengendalian minuman dengan kadar alkohol tertentu Di Kabupaten Banyuwangi dapat
disesuaikan:

1. Kebijakan Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Banyuwangi
Perlu Ditingkatkan. Regulasi yang diterapkan melalui Peraturan Bupati No. 3
Tahun 2022 dan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2015 telah menjadi langkah
strategis dalam mengawasi dan mengendalikan peredaran minuman beralkohol.
Namun, implementasi regulasi ini masih menghadapi kendala dalam hal
efektivitas pengawasan, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta keterbatasan
dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan dalam
mekanisme pemantauan dan pengendalian agar kebijakan ini dapat berjalan lebih
optimal.

2. Dampak Positif terhadap Stabilitas Sosial dan Kesehatan Masyarakat.
Optimalisasi pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol dapat
membantu mengurangi angka kriminalitas yang dipicu oleh konsumsi alkohol
berlebihan, seperti perkelahian, kecelakaan lalu lintas, dan tindak kekerasan.
Selain itu, dengan adanya regulasi yang lebih ketat, masyarakat dapat terlindungi
dari dampak negatif minuman beralkohol ilegal dan oplosan yang berisiko tinggi
terhadap kesehatan. Dengan demikian, kebijakan yang lebih ketat dapat
memberikan manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan sosial dan kesehatan
masyarakat Banyuwangi.

3. Perlunya Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Lebih Tegas.
Meskipun kebijakan pengawasan sudah diterapkan, masih ditemukan banyak
pengecer yang menjual minuman beralkohol tanpa izin resmi. Lemahnya
penegakan hukum dan sanksi yang ringan menjadi faktor utama mengapa
pelanggaran ini terus terjadi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dalam
mekanisme pengawasan, seperti razia rutin, penindakan tegas terhadap pelanggar,
serta penerapan sanksi yang lebih berat untuk memberikan efek jera dan menekan

angka pelanggaran.
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4. Pentingnya Edukasi dan Sosialisasi bagi Masyarakat. Rendahnya kesadaran
masyarakat terkait dampak negatif konsumsi minuman beralkohol ilegal menjadi
tantangan dalam pengendalian peredarannya. Oleh karena itu, diperlukan program
edukasi dan sosialisasi yang lebih masif untuk meningkatkan pemahaman
masyarakat mengenai bahaya konsumsi alkohol berlebihan, terutama di kalangan
generasi muda. Kampanye kesadaran dapat dilakukan melalui sekolah, komunitas
lokal, serta media sosial untuk menciptakan lingkungan yang lebih sadar akan
risitko minuman beralkohol.
5. Sinergi antara Pemerintah, Aparat Penegak Hukum, dan Masyarakat untuk
Penguatan Regulasi. Keberhasilan dalam pengawasan dan pengendalian minuman
beralkohol di Kabupaten Banyuwangi memerlukan kolaborasi yang kuat antara
pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Pemerintah harus
memastikan bahwa regulasi diterapkan dengan adil dan transparan, sementara
aparat penegak hukum perlu menjalankan tugasnya secara profesional. Di sisi
lain, partisipasi aktif dari masyarakat dalam melaporkan pelanggaran dan
mendukung kebijakan pengendalian alkohol juga menjadi faktor penting dalam
mewujudkan lingkungan yang lebih aman dan terkendali.
6.2 Saran

Optimalisasi regulasi dalam pengawasan dan pengendalian minuman dengan
kadar alkohol tertentu di Kabupaten Banyuwangi disarankan agar Pemerintah Daerah
memperkuat mekanisme pengawasan dengan meningkatkan koordinasi antarinstansi
terkait, seperti Satpol PP, kepolisian, dan Dinas Perdagangan, guna memastikan regulasi
berjalan lebih efektif. Selain itu, perlu diterapkan sanksi yang lebih tegas bagi pengecer
ilegal serta sistem pemantauan yang lebih transparan agar peredaran minuman beralkohol
dapat dikendalikan secara lebih ketat. Program edukasi dan sosialisasi mengenai bahaya
konsumsi alkohol juga harus diperluas, terutama di kalangan remaja, melalui sekolah dan
komunitas lokal untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Pemerintah juga perlu
mengembangkan sistem pengelolaan izin usaha berbasis digital guna meningkatkan
efisiensi dalam memantau legalitas toko pengecer dan mencegah praktik perdagangan
ilegal. Sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, dan masyarakat

sangat diperlukan agar kebijakan ini dapat menciptakan keseimbangan antara aspek
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ekonomi, sosial, dan kesehatan masyarakat, serta menciptakan lingkungan yang lebih

aman dan tertib di Kabupaten Banyuwangi.
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